
BUPATI MUSI RAtrTAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 29 TAHUN 2O2O

TENTANG

KODE EIIK PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAE}UPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : hhwa untuk mel,aksanalon ketentuan Pasal 13 ayat (U

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tcntang pcmbinaan Jiwa Korps dan Kodc Etik Fegawai

Negeri Sipil dan kentetuan pasal 49 Peratural Menteri

Dalam Negeri Nomor 13a Tahun 2OL7 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Mengirgat : 1. Undaug-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraia di

sumatera Selatan 0tmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 182U;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik 0.€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 112, Ta:rrbahan lrmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5038);

Pe3.hran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

sipil (lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 142)i
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5.

4- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5354;

Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentanS

Perangkat Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoneeia Nomor 5867) sebagaimana tclah

diubah dengian Peratu.ran Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor @02)i

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20la tentsng

Pelayanan Perizinan Berusaha Tefintegrasi Secara

Elelrtronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 9O);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintalnn Bcrbasis Elektronik (Lmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 182);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2ol7 tentang Penyelenggaraan Pelayanala Terpadu

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indon6ia

tahun 2Ol7 Nomor 1956);

9. Peratursn Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentsng

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (lembaran

Daerah Kabupaten MuBi Rawas Tahun 2O11 Nomor 20)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahal Atas

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (L€mbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 5h

6.

8.

PAi,$ K0ongti''tA$l

[,13,\G I{U$!{



10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tcntang

Pembentukan dan Suaunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas 0:mbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMI,IIUSKAN :

Mcnctaplian: PERATURAN BUPATI TEIYrANG KODE ETIK PEGAWAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABI'PATEN MUSI RAV/AS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasd I

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan;

1. Ihbupeten adal8h KabuPaten MuEi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adafah Femerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang sclanjutnya disingkat DPMPTSP adalah

Orgaflisasi Perangkat Daerah I(abupaten Musi Rawas

yang memitki tugas pokok dan fungsi mcl,aksana.kan

uruaan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan

penanaman modal, pelayanan perizinan dan non

perizinan di Kabupaten Musi Rawas.

5. Penyelenggaraan Pel,ayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya di singLat PPISP adalah pcnyelenggaraan

suatu perizinan yang mendapat Pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau in8tansi yang

memiliki kewenangan perizinan yang Proaea

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam

suatu tempat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Felayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

PARAF KOCf,D]NAS]
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7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Tenaga

Kontrak Daerah yang bekerja pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Musi Rawas.

8, Etiks adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan

dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang

diaaut oleh Pegawi.

9. Kode Etik Pegawai adalah aturan perilaku yang

diberlakukan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal

dal Pelayanal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Rawas yang senantiasa harus dipatuhi oleh selun:h

Pegawai Dinas Penanaman Modal dal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

lO. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian

dinas yang dikenakan oleh Pegawai Dinas Penanaman

Moda.l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Musi Rawas.

11. Hadiah/ gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas

yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon),

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pedalanan wisata,

pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.

12. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi atau

menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat

dengal maksud yang bersangkutal melakukan

pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya

dilaksana}al.
13. Intimidasi adalah melakukan tindakan menakut-nakuti

atau tekanan dan atau ancarnar kepada pihak lain

untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau

kepentingan pihak lain denga-n cara melawan hukum.

14. Pelecehan adalah metakukan tindalal atau ucapan

terkait SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan),

Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik dan Kejiwaan

seperti Kecacatan.



15. Pemerasan adalah Perbuatan yarg dilakukan untuk

tujuan mengunhmgkan diri sendiri atau orang l,ain

aecara mel,alran hukum, memaksa orang lain dengan

kckerasan atau ancaman kekerasan, unhrk memberikan

scsuatu barang, yang seluruhnya atau Eebagian Eilk

orang lain atau supaJra membcrikan hutang maupun

menghapus piutang, disnca.m, kerena pemerasan.

16. Minuman Keras adalah Bemua jenis minuman yang

mengandung alkohol atau merryebabkan suesana dalam

bekerja/ masyarakat berubah dari suasana normal,

menurunkan kesadaran manusia dan atau mengancam

nyawa manusia,

17. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan

r:ntuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing

etassn, bawahan, rekan kerja/ kolega untuk melakukan

scsuatu dengan cara melawan hukum yang menyimpang

dari tujuan den kepentingan organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian KBsatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturen Bupati ini adalah agar Fegawai dalam

melaksanakan tugas Flayanan mengacu pada perilaku yang

dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat/kehormatan

dan Mibilitas DPMPTSP serta menghindarkan segala

bentuk bcnturan kepentingan dalam mewujudkan DPMPTSTP

y*q gd gownore dut dean gornnune.
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Bagian Kedua

Tujuan
Pasel 3

Tujuan disusunnya Kode Etik Pegewai adalah untuk

meningkatkan kualitas dan kusntitas pelayanan publik

dilingkungan DPMPIIIP.

BAB M

KODE EIIK PEIAYAN PT'BUK

Pasal 4

Kodc Etik Pelayanan Publik bcrdasarkan Pcratrrrarr BuPati

ini berlaku bagi scluruh Fegawai DPMPISP.

Pasd 5

(1) Etika Pclalranan 3cbagaimarla dir.qtrud datam Palal 4

meliputi:

a. disiplin;

b. cepaq

c. tegas;

d. sopan;

e. ramsh dan simpatik;

f. adil/ tidak dielrimirratif;
g. terbuka .lan jujur;

h. loyal;

i. sabar;

j. Kepatuhan;

k. teladan;

l. komunikatif;

m. kreatif;

n. bertanggung jawab; dan

o. obyektif.
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t2l

(3)

l4t

(s)

(6)

Disiplin sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a

dilalukan dengan cara hadir tepat wakhr sesuai dengan

jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan

tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas

etika dan moral serta tidak melanggar ketentuan

Peraturan Perundaag-Undangan.

Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dengar cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan

publik yang menjadi kewajiban dan tanggungiawab

penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu

pelayalan sesuai dengan jadwal waktu layanan yalg

sudah ditentukan.

Tegas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang

toleransi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme dalam

bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan

perizinan dan non perizinan.

Sopan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan dengar cara tingkah laku yang baik dan

berbicara yang wajar sesuai dengan etjka dan norma

kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan

perizinan dan non perizinan.

Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik,

bertutur kata yang manis dan perbuatan yang

menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan

perizinan dan non perizinan.

Adil/ tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara memberikan

kesempatan yang sama terhadap pengguna layalan.

Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g dilakukal dengan cara memberikan informasi

tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas

dal benar.

(71

(8)



(9) Loyal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf h

dilakukan dengan cara melaksaaakan perintah atasan

dan wajib melaporkan secara c€pat dan benar kepada

atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.

(fO) sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (U hurf i
dilakukan dengan cara mcnahan emosi apabila muncr:l

pernyataan dan atau perilaku pengguna jasa layanan

publik yang dapat menyinggung perasaan dan atau

menciptakan kerryamanan dalam melaksanakan

pelayanan publik.

(11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj

dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan

kegiatan pelayanan sesrrai dengan standar pelayanan

dan standar operasional prosedur r.mtuk memenuhi

tingkat kepuasan para penSSuna jasa Layanan perizinan

dal non perizinan.

(12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huuf k
dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku

yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para

pengguna jasa layanan perizinar dan non perizinan.

(13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf I dilakukan dengan cara berkomunikasi secara

efeltif dengan para pengguna jasa layanan pada saat

memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(14) Ik€atif sebagaimsna dimakud Pada ayat (f) huruf m

difakukan dengan cara melakukan inovasi yang

konstruktif dan prodt{<tif untuk mempercePat dan

mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan

non perizinan.

(15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(U huruf n dilakukan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan,

(16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun:f o

dilakuf<an dengan cara tidak memihak kepada salah

satu dari pengguna jasa layanan perizinan dan non

perizinan.
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Pasal 6

Setiap Fcgawai DruPISP wajib mcncrapkan ctika pcraya,la,r

sebaggimana dimaksud dalam Pasef 5.

Pasd 7

(U Sctain mcnerapkan ctika pclayanan sebagaimana

dimaksud dglc"n Pasal 5 ayat (1), setiap Pegawai

DPMPTtiP tidak diperkenankan atau dil,arang :

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan

kepentingan umtrm;

b. menerima hadiah/ imbalan/ suaP;

c. menerima fasilitas dan pelayanan dari pihak lain;

d. membocorkan kerahasiaan informasi kepada pihak

lain tanPa persetujuqn pejabat berwenang;

e. berkontribusi dan/atau terlibat dolEm aldiEtas

partai poutik;

f. melakukan tinda&an/Perbuatanyangmencemarkan

nama baik dan citra DPMPTSP.

(2) Kegiatan yang bertentangian dengan kepentingan

scbagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a, sctiap

Pegawai DPMPISP tidak diperkenankan/ dilarang :

a. bekerja untuk kepentingan pihak lain dan/ atau

unit organisasi lain tanpa izin pejabat berwenanS;

b. melakukan kegiatsn dan/atau ehivitas yang dapat

menimbulkan benturan kepcntingan ddam

menjalankan tugas scbagai Pegawai DPMPIXIP.

(3) Hadiah/Imbalan/Suap scbaAaimana dimaksud Pada

ayat (U huruf b, sctiap pcgawai dan keluerga tidak

dpcrkenankan dan dilarang :

a. menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan

dan/atau akomodasi dsri mitra kerja dan/atau

pihak lain ysng dapat mempengaruhi aimpulan'

pendapat, opini dart pengambilan kePutusan;

----....-.......-
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(4)

b. menerima dan atau memberikan sesuatu kepada

mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang

berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fasilitas dan Pelayanan sebagaimala dimaksud pada

ayat {1) huruf c, setiap pegawai dan keluarganya

dilarang menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra

kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk

penugasan berdasarkan permintaan mitra yan menjadi

beban mitra keda sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (t) huruf d, setiap pegawai dilarang:

a. mempergunakar seluruh informasi internal

DPMPISP untuk kepentingan pribadi/keluarga atau

kepentingan pihak lain tanpa izin Kepala DPMPISP;

b.menyampaikan infromasi/data kepada pihak-pihak

tertentu tanpa izrn dari Kepala DPMPISP kecuali

untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan dan

penyidikan sesuai kctentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Kontribusi dan aktiirtas politik sebagaimala dimaksud

pada ayat (1) huruf e, setiaP pegawai dilarang turut

serta secara al<tif da.lam kegiatan/aktivitas parta politik.

Tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(i) huruf f, setiap pegawai dilarang:

a. melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat

mecemarkan nama baik dan citra DPMPISP seperti

asusila dan/atau kriminal dan/atau perbuatan lain

sejenis;

b. mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi

negatif dan dapat merusak citra DPMPISP;

c.memberitakan dan/atau mengupload Pemyataal
tertentu ke media sosial yang dapat merusak citra

DPMPTSP;

(s)

(6)

17t
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d. bertemu/berhubungan langsung dengan pemohon,

kecuali petugasJ?on ofie detgw petug$ di ruang

konsultasi.

BAB IV

MA'EUS KODE ETII(

Pasal 8

(f) Sctiap pctlarrSgn dugaall Pclanggsran Kodc Etik

pelayanan dibentuk Mqiclis Kode Etik.

(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Majelis Itude Etik bercifat odd hoe

(4) Format l(eputu8an Kepal,a Dinas tentang peslbentukan

Majelis Kode Etik dimaksud pada ayat (t) sebagsimana

tercantum dalam lrmpiran I Peraturan Bupati ini'

Pasal 9

(f) Majclis Kodc Etik scbageimana dimaksud dalam pasal a

berjumlah paling ecdikit 5 (lima) orang dan berjumlah

gasaugafljil terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yaitu

pejabat Kepala DPMPTSP;

b. 1 (satu) orang Sclretaris merangkap anggota, yaitu

pejabat edminktrator;

c. anggota, yaitu pejabat essclon lv/pengawas.

(2) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak

boleh lebih rrndah dari jabatan pangkat yang diperiksa.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana .{irrtpL$ud Fda ayat (2}

tidak dapat tcrpenuhi dari DPMPTSP, keanggotaan

Mqjelis Kode Etik depat melibatkan pejabat lain yang

memenuhi persyaratan dari Inspekorat Dacrah.

Pasd f0

Majelis Kodc Etik mcmpunyai firgas :

a. menyediakan dan mempersiapkan tata cara eidang;

,^r arot[
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PARAF KOORDINASI

b.

d.

menerima dan melakukan svaluasi tcrhadap l,aporan

yang diterina secara tertulis dari PelapoE

mela.lnrkan sidang terhadap dugaan pelanggaran lbde

e.

setclah

dan

Majelis

untuk

membuat dan menyampaikan rekomendasi pemberian

sank8i dan/atau tindakan administratif kepada pejabat

berwenang.

BAB V

MEIGNISME PENEGAXAN KODE ETIK

Bagisn Kesatu

Penangan [aPoran

Pasal 11

Pcgawai DPMPNTP untuk dipcriksa oleh Majclis

Ibde Etik, jika :

a. rnelakukan pelanggaran Kode Etik; dan/atau

b. sebagai terlapor dugaan pelanggaran l(ode Etik'

Pasal 12

(l) Sctiap orang yang mcngctahui adan5ra d"8een

pelanggaran ltude Etik oleh Pegawai DPMPfSP dapat

melaporkan kepada KePafa DPMPTSIP atau pimpinan

unit kerja pegawai yang bcrsangkutafl'

(2) kporan s€bagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalem bentuk tertulis dengan bukti yang

diperlukan dan disertai dengan identitae yang jclas dari

pelapor.

Etik yang dilakukan Pegawai DPMPTSP;

menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik

mernpertimbangkan kesaksian, alat bukti

keterangan yang bersangkutan dalam sidang

Kode Etik;

dapet Eeminta keGrangan dari pihak lain

memperkuat alat tnrkti; dan

PAMF XOORDIT{ASI
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PARAF KOORDINASI

(s)

(4)

Terhadap laporan scbegrimana dimakgud pada ayat (2),

Kepala DPMPTSP atau ataaan langsung melakukan

pemerikeaan pendahuluan.

Apabil,a bedasarkan hasil pemeriksaan pcndahuhran

sebagaimana dimaksud Peda ayat (3) diduga kuat

bahwa perbuatan tedapor melanggar l(ode Etik, Kcpala

DPMPISP membentuk Majelis l(ode Etik.

Kepata DPMPTSP dan/atau lrcpala unit kerja dan/atau

Majelis l(ode Etik wajib mcnjage kerahasiaan identitas

pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kecuali

untuk kepcntingan pemeriksaan dugaan pelanggaran

ltude Etik.

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 13

(1) Mqiclis l(ode Etik melgkukan pemanggilan tertadap

setiap Fegawai DPMP'ISP yang diduga melakukan

pclanggaran Kode Etik.

(2) Format pemanggilan terhadap pegawai DPMPISP yang

didugp melakukan pelsnggaran Kode Etik scbaAaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Iampiran II

Peraturan Bupati ini.

Pasal f4

Majelis Kode Etik melaksanakan eidang peling tarna 21

(dua puluh satu) hari sejak dimulainya sidang.

Sidang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

menjunjung tinggi asas praduga tak bersalal.

(s)

(1)

(21

PfuR.\I KOORDINASI
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Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 15

(U Pegawai DPMPTSP yang diduga melakukan p€langgaran

Kode Etik datam sidang tertutup, hanya diketahui dan

dihadiri oleh :

a. Pegat ai DPMPTSP yang bersangkutan; dan

b. Mqielis Kode Etik.

(2) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari Pihak

lain di dalam persidangqn, untuk menguji kekuatan

alat bukti.

Pasal f6

(1) Pegawai DPMPTSP yang diperiksa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 15 wajib mengikuti dan tunduk

aclta mcrcspc,Il dan/atau menjawab sctiaP pertanyaan

selama sidang.

(2) Pegawai DPMPISP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tidal( merespon dan/atau tidak bersedia menjawab

pertanyaan dianggap mengakui dugaan pelanggaran

Kode Etik yang disangkakan.

(3) Sidang Majelis Kode Etik diangSap sah apabla dihadiri

Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang

anggota'.

Pasal 17

Hasil peeriksaan s€bagaimana dimaksud pada Pasal 16

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang

hadir serta Pegawai DPMPISP yang bersangkutan'

Pegawai DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tidak bersedia menandat€ngani Berita Acera

Pemeriksaan, maka Berita Acara cukup ditandatanaani

oleh anggota Majeiis Kode Etik dan diberikan catatan

Pegawai DPMPISP yang

menandataogani.

bersangkutan tidak bersedia

(1)

(21

.l
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{3) Majelis Kode Etik mcngambil keputusan ietelah

Pegawai DPMPISP yang bersangkutan diberi

keseEpatan membela diri.

(4) PengaDbilan keputusan minimal dihadiri 3 (tiga) orang

anggota Mqielis Kode Etik.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik rliambil secara

musyawarah mu{akat dalam sidang Majelis Kode Etik

tanpa dihadiri Pegawai DPMPISP yang diperiksa.

(6) Apabila musyawarah mufakat sebsSBimana dimaksud

pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan

suara terbanyak.

(7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan Eenggunakan

format sebagainrana tercantum dalam Lampiran ltr

Peraturan Bupati ini

Baaiafl l(eempat

Putusan

Pasal 18

(1) Hasil keputusan sebagaimana dioaksud dal'n Pasal

17, M{elis Kode Etik memberikan putusan, berupa :

a. terbuldi; dan

b. tidak terbuldi, melakukan pelanggaran Kode Etik
(2) @awai DPMPTSP terbukti melakukan pclanggaran

Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a'

Majelis Kode Etik menetapkan sanksi.

(3) Pcgawai DPMPISP yang bersangkutan tidak menghadiri

sidang atau tidak berscdia menandatangani Berita

Acara Femeriksaan sebagaimana dimaksud dalan Pasal

17 ayat (1) atau ayat (2), Maielis Kode Etik tetap

memberikan putusan.

(a) Sanksi dimaf<sud Pada ayat (21

dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik.

PAR{F l(ooP.Diflgsl
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(s)

(6)

Putusan sidang Majelis I(ode Etik dan Kode Perilaku

scbagaimana rlimpLsud pada ayat (2) bersifat fmal dan

mengikat.

Putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Peril,aku

Bebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dipergunakan

sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang

untul( melaksanakan putusan.

Pasd 19

(1) Dafant hal terdapat angota Maj"Us Kode Eti& tidak

setuju terhadap putusan sidang setelah dilakukan

r/oti4g Bebaaaimana dimekrrrd .tFlFin Pasal 17 ayat (61,

anggota yang bersangkutan tetaP menandatangai

putusan.

(2) tumyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicsntuml€n sebagai catatan dalam Berita

Acara Sidang.

Pasal 20

{1) Majelis Kode Etik msrckqmendasikan sanksi uoral

kepada pejabat yana berwenang, jika Fegawai DPMPTSP

trrbuldi melalrukan pelanggaran l(ode Etik

sebageimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a.

(2) Rekomendasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

putusan Majelis Kode Etik.

(3) Rekomendasi sglsgeiynaq4 dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam format eebageimana tercsntum

dalam Iampiran IV Perahffan BuPati ini.

PARAT I(OORDINASI
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(1)

(21

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 2 i

Pegawai DPMPTSP yang tertnrlrti melal<ukan

p€langgaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral-

Pelanggaran Kode Etik sebaBaimaua dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari :

a. pclanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik yang

difakukan berdampak pada DPMPTSP/unit kerja;

b. pelanggaran sedang jika pelanggaran Kode Etik yang

dilakukan berdampak pada Pemerintah Daerah;

dan/atau

c. pelanggaran berat, jika pelarUgaran Kode Etik yang

dilakukan berdampak pada Bangsa dan Negara.

Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada

ayat (f) ditetapkar oleh pejabat berwenang berdasarkan

putusan Majelis Kode Etik.

Pejabat yang berwenang dalam menjatu}kan sanksi

moral sebagaimala dirnaksud pada ayat (1), adalah :

a. Pejabat Fengawas/esselon IV, bagi Pegawai DPMPTSP

yang menduduki jabatan Fungsional

Umum/Pelakeana, Calon Pegawai Negeri DPMPTSP

dan/atau Tenaga Kontrak Daerah di lingkungaa unit
kerja bersangkutan;

b. Pejabat Administrator/esselon Ul, bagi Fegawai

DPMPTSP yang menduduki jabatan

Pengawas/esselon lv di lingkungan unit kerja

bersangkutan;

c, Kepala DPMPTSP, bagi Fegawai DPMPTSP yang

menduduki jabatan Administrator/esselon III dan

Pejabat F\mgsional Tertentu dilingkungannya; dan

d. Bupati, baai lcpala DPMPISP.

(3)

(4)

PAR,^.I (Cottr l,tAsl
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(21

(5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dima.ksud pada

ayat (f) dituangan dengan menggunakan forEat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Bupati ini.

Pasal22

Fenetapan saBksi moral sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (U disampaikan kepada Pegawai

DPMPTI}P yang bersangkutan dan dituangakan d'tent

Berita Acara.

Sanksi moral dibuat delam Berita Acara Perryampaian

Sanksi Moral dengan menggunakan format

sebageimana tercantum dal"- Lsmpiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 23

Sanksi moral sebagaimana .li.naksud dalam Pasa! 22

ayat (1) berupa pemyataan bersalah disertai

permohonan maaf dan p€nyesalan da.ri Pegawai

DPMPISP yang melanggar IGde Etik.

Sanksi moral eebagaiman dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan

tingkat pelanggaran.

Tingkat petanggaran sebagaiman dimafrsud Pada ayat

(2) meliputi pelanggaran ringan, sedang darr berat yant

ditentukan oleh M4lelis Kode Etik serta dicantumkan

dslprn Ekomendasi.

Sanksi moral unh.rk pelanggaran ringan dinyatakan

Becara tertutup hanya diketahui oleh Pegawai DMPTSTP

yang beFangkutan, pejabat yang menyampaikan

putusan scrta pejabat terkait lainnya dengan ketentuan

pejabat tidak boleh bcrpangkat lebih rendah dari

Pegawai DPPTSP yang bersangkutan.

(l)

(21

(3)

(4)

PARAF I(OORDINASI



(s)

(6)

Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat

dinyatalGn pada suatu forum resmi.

Pernyataan suatu forum resmi sebagaimana 'limeksud
pada ayat (5) dilaksanat<an secara terbuka terbatas dart

secara terbuka.

Pasal 24

Penyampeian sankoi moral pada suahr forum rcsoi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) meliPuti :

a. disampaikan atau diumumkan dalam DPMPTtiP/unit

kerja yang bersangkutan; dan/atau

b. disampaikan atau diumumkan dalam suatu forum r€srni,

upacara bendera, medis masaa, paPan pengumuman

dan/atau forum/media lain yang dipandang sesuai

untuk itu.

Pasal 25

(1) Pcgawai DPMPIIIP yottg tcrbuldi mclakukan

pelanggaran Kode Etik sebagaimana dineksud dlam

Pasal 2l ayat (1), dapat dikenakan tindakan

administratif sesuai dengan Peraturan Ferundang-

Undangan atas r€komendasi Majelis Kode Etik.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pa.da

ayat (1) dilalokan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undanean dibidang diaiplin PNS.

BAB VI

REHABIUTASI

Pasal 26

(1) Fegawai DPMPTSP sctelah disidang/diPcriksa dalam

sidang Majelis Kode Etik, tidak terbuldi mela.lukan

pelanggaran scbagaimana dimaksud dslam Pasd 18

ayat (1) huruf b, Majelis Kodc Etik wajib merehabilitasi

Pegawai DPMPNiP dimaksud.

PARAF' KOORDINASI



(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
dicantumkan dal,am rekomendasi hasil pemeriksaan

Majelis Kodc Etik.

BAB VTI

KETENTUAN I,AIN.I,AIN

Pasef 27

Sanksi Moral yang telah ditetapkan olch pejabat berwenang

sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyata&an sah

dan tetap berlaku sepanjang tidak bcrtcntangan dengan

Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

FaEaI 28

Feraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal

diundangkan.

ASar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Bcrita Daerah Ihbupaten Musi Rawas.

Ditctapkan di Muara Bcliti

pe<la tanegal 28 Mei 2O2O

RAWAS,

T,INAWAN.

Diundangl€n di Muara Beliti

pada tanggal 28 Mti 2o2o

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAI{ KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR .?,
20



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :29 "IA}]UN 2020

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI

PEGAWAI DINAS

PENANAMAN MODAL

DAN PEI,AYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN

RAWAS

FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE SIIK

MUSI

KOP DPMPTSP

KEruTUSAN KEPAI,A DINAS PENANAMAN MODAI

DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMoR: Rhs/ / TAHUN 20xx
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

KEPAI,A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. ba-hwa berdasarkan dugaan pelanggaral kode etik

yang dilakukan oleh Sdr. ............ NIP. ............

Pangkat ,............ Jabatan ..........., maka perlu

dilakukan pemeriksaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan

terhadap pelanggaran kode etik pegawai

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk

Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

PeLayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Rawas.

Mengingat : 1. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat lI dan Kota Prqja di

Sumatera Selatan (Lembararl Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambalnn

tembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);

I i-'I .'l-,,:r,,.,:_i
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2. Undang-Uudang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

3. ........................ dst;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara

untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik

terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dumaan Pelanggaran Kode Etik :

Susunan Keanggotaa! Majelis Kode Etik sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kesafi,r terdiri dari :

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kedua mempunyai twas sebagai berikut :

a. meneri[ra dan mel,akukan evaluasi terhadap

korban yang diterima sec€ra terhrlis dari pel,apor;

b. mclskukan sidang terhadap dugaan pelanggaran

kode etik yang dilakukan pegawi DPMPISP;

c. menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode

perilaku setelah mempertikbangkan kesaksian, alat

bukti dan keterangan yang bersa-ngkutan 'lale"t
sidang Majelis Kode Etik;

d. dapat meminta ketcrangan dari pihak lain untuk

memp€rkuat alat bulrti; dan

No- Pangkat/

Golongan

Jabatan Jabatan

D,lFm Kode

Etik

1

2

PARAF IiOCRDIIIASI
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KEEMPAT

KELIMA

e. membuat dan menyampa.ikan rckornendasi

pembcrian sanksi daa/atau tindakan adminisEasi

lainnya kepada Pejabat yang berwenang.

Majelis Kode Etik aebagaimana.linalg.d F€da Diktuln

Kedua wajib hasil rekomendasi

pemerikeaan terhadap dugaan pelangeran lfude Etik

Pelayanan Publik sebagrirneura dirnaksud pada Dikum

I(esatrr kcpada lGpala Dinas palirE laf,bat ...-.......
sejak Keputusan ini ditetapkan.

Keputu€an ini mulai berlaku pada tsnggaf ditetapksn

dengsr ketentuan bahwa segala sesuatunya akan

diadakan perubahar dan perbaikan scbagaimana

mestinJra apabila dikemudian hari temyata terdapat

kekeliruan datram Keputusan ini.

Ditctapkan di Muara Beliti

pada tangal ................2or.x

an. BUPATI MUSI RAWAS

KEPAI,A DPMPTSP,

NIP.

RAWAS,



I,AMPIRAN II PERATIJRAN BI'PATI MUSI RAWAS

NOMOR : A M*NJN 2O2O

TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PEIAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABI'PATEN MUSI RAWAS

FORMAT SI'RAT PANGGIIAN
KOP DPMPIfiP

SURAT PANGGILAN I/ II')
NOMOR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama
Pangkat/ Got. Ruang
Jabatan
Unit l(crje

Untuk menghadap kepada

Ilari
Tanggal
Jam
Tempat

Majelis Kode Etik, pada :

Untuk dipcriksa/ diminta keteranAan*) sehubungan dengan pclanggaran

kode etik terhadap ketentuan ........'.....*l

Demikian r:ntuk dilaksanakan.

Muara Beliti, .........'..... 2On

KEPAIA ........../
MAJEIIS KODE ETK
(KETI,'AI SEKRETARIS1

MP.
Teobusap. di8ataoaikan keE€da Ytb :

1. ..........................
2, ........,.................
') Cordg@q ,jd,ak petfu.

") finidah retenhnn ihqaan plartwrLrL
RAWAS,

PAMF (OORDINASI

T,UAO IIUMI k
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LAMPTRAN ITI PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :25 TAHUN 2O2O

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI

PEGAWAI DINAS

PENANAMAN MODAL

DAN PEIAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUSI

RAWAS

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RATIASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : R/ '....,.1 ........-.1 2Os'

Pada hari ini ............' tanggal ...."'.... bulsn ."'.....' tahun .."....... Majelis

Kode Etik dibentuk berdasarkart Keputusan .......... Nomor '.."'."' tanggaf

masing-masing :

1. Nama

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatafl

Unit lGrja

2. Nama

Pangkav Gol. Ruang

Jabat n
Unit Kerja

3. Dst.............

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Ksrena yang bersangkutan diduga

Etik tcrhadap ketentuan .............1

l. Pertanyaan :

telah melakukan pelanggaran ltode

PARAT I(CC;JilJ.iASI
'IAiAF KOCi.DINASI



Jawaban

2. Pertanyaar

Jawaban

3. Dst.............

Demkian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunal€n

sebagaimana mestinya

Muara Beliti, ..---. -........ 2O*.

Yang diperiksa :

NIP.

MAJELIS KODE ETIK

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Ketua

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Anggota

(...................... )

Anggota

T\rlislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2@4 dsJfl atau Peraturan

Bupati Musi Rawas Nomor ................ Tahr.rn ............ yang dilanggar.

RAWAS,

AWAN

i p,onan roonotlestI--,r
irl -y '"--LZ



I.AMPIRAN IV PERATURAN BUPAII MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI

PEGAWAI

PENANAMAN MODAL

DAN PEI.AYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUSI

F.AII'AS

FORMAT PENYAMPAIAN RETOMENDASI MA.'EUS KODE ETIK

Kepada :

Yth.

RAHASIA

REKOMENDASI MAJEIIS KODE ETIK

Nomor: R/ .......1 ........1 2AE,.

l. Bersama. ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai

berikut :

a. Pada hari ........... tanggal .......... Majelis Itude Etik dan Kode

Perilaku telah memeriksa saudara :

Nama :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit l(erja :

Dalam pemcriksaan ters€but yalg berseflgkutan terbuldi/ tidak

terbulcti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan

b. Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada tanggal ...,. , Majelis

Kode Etik telah memutuskan bahna peganai yang bersangkutan

untuk :

1) Diiatuhi sank8i moral berupa pemyataan

terbuka*) karena melanggar ketentuan

di-

tertutup/
*) yaitu

P]qXAT KOORDIIIASI
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2.

3.

2) Dikenakan tindakan administratif sesuai perahrran

perundang-undangan ....................*)

Sebaggi bahan dalam menetapkan keputusarl penjatuhan sanksi

moral, bersama ini kami lampiran Berita Acsra Pemeriksaan Pegawai

yang bercangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan

sebagaimana mestinya peraturan P€rundsng-undangan'

MAJELIS KODE EIIK

KETUA, SEI(RE?ARIS,

MP. NIP.

T€mbu3an. disamoaikan keDada Yth :

l. ..........................
2. ...-...............-..-.-

') Cotet gang ak Ffut.;7 ffrhfib facfrtua,! w N@ot 42 Tahua 2w4 dan/ at,.u Fe.atu,aa &rp'ti
Muai Rawaa NoEor ................ Tahun ........'..' yang ail'ngqar.

,\ Oia,Jis apofu itirelwrcrldasikan li.tlo tindrrk,,- qfu$tisttq,jf



I.AMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 29 TAHUN 2O2O

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI

PEGAWAI DINAS

PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUSI

RAWAS

FORMAT PEI.IYAMPAIAN REKOMENDASI MA.,ELIS KODE ETIK

Kepa.da :

RAHASlA

KEPTTTUSAN .........................-)

NOMOR ..........................

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PEI,ANGGARAN

KODE E'IIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.,.,,,,

tanggal ........ telah dibentuk Majelis Kode Etik dan

Kode berlaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran

Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara .'...... NIP.

........ Jabatan ........ Unit Kerja .. -......;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tarygal ...."

Saudara ....... terbukti melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan ........,*) darr memutuskarl

untuk ............***);

PARq.F KOOEDiNASI



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

c,bahna berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimakeud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

AtaB Pelianggaran Kode Etik kepada Saudara

...........,. berupa pernyataan tertutup/ t€rbul€ **).

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil;

3. ..,..................... dBt;

MEMUruSKAN:

Menyatakan Saudara :

Nama :

NIP ;

Jabatan :

Inatsnai :

rcrbukti melanggar Kode Etik Pegawai sebagaimana

ditentukan dalam .......,.. berupa ...........

Keputusan ini mulai berlaku pada tansgal ditetapkan.

PARAF I(CORDi;JIii]
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KETTGA

Ditetapkan di Muara Bcliti

pada tan4al .......,....,..2orc

AN. BI'PATI MUSI RAWAS

KEPAI,A DPMPIEIP,

MP.

Tcobuse. disampaika[ kepada Yth :

1. ..........................
2. ..........................

') fitusl4.h siry,E Uang manbud rr4',uatsa,.-;7 ffrUetaU teter*uea PP Nonor' 42 Tabu- 2W dqr/ atau F..atu.ra, Brpati

Muai Rawas Nmor ....'........... Tahu! ............ yaog dilanggar.

n', Dauais sonksi qpa gqrlg 4i fr'rrnf/IrL

.n) Coret Varg dtdah peftL

PARAF TOORDINASI
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Keputusan

bereangkutan

dilaksanatan

ini disampaikan kePada

untuk diindahkan

scbagaimana mestinya.

yang

dan



IAMPIRAN VI PERATTJRAN B1JPATI MUSI RAWAS

NOMoR : TAHUN 2O2O

TEI{TANG: KODE ETIK PEGAWAI

PEGAWAI DINAS

PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PIMU

KABUPATEN MUSI

RAUTAS

FORMAT BERITA ACARA PEI,IYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERT'PA PERNYATAAN SECARA TERTUTI'PI TERBUKA

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA*)

Pada hari ini ..--......... tanggal ..'....--.. bulan .'........ tahun ..........., aaya :

Nama i

NIP. :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Telah menyampa.ikan Keputusan ......'.. Nomor '........ tanggal .....".'.

tentang penjatuhan sanksi moral berupa pemyataan Eecara tertutup/

terbuka"l yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ......... bulan

....,.... tahun ....... tempa.t........ daLam acara '.......'...*) kepada :

Nama :

NIP. i

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian secara Tertutup/ Terbuka*) ini

dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
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Yang mcneritna, Yang mcnycrahkan,

MP:
Tanda?angan :

Narne :

MP:
Tonda Tsnaan :

1 PtlihtulahtuhL
bagi ASN yang dijatuhi caaksi mcal bempa Pcmyatas Secsra Tcrbuk&


